} @ KLIPING ARTIKEL HUKUM B.m R Eeeiine

NAMA MEDIA : Lingkar
TANGGAL : 8 November 2023
KATEGORI : Hukum Tata Negara

Dalam acara peringatan Hari
Korupsi Sedunia (Hakordia) 2023 di
Istora Senayan, Jakarta, Selasa
(12/12), Presiden Joko Widodo

ksikan kepada jajaran-
nya uptuk era menyelesaikan
Rancang

(RUU) Aset. Presiden
menilai UU Perampasan Aset
sangat penting karena dapat mem-
berikan efek jera bagi para koruptor.
Untuk itu, ia berharap pemerintah
dan DPR terus menggodok RUU
tersebut hingga menjadi UU.

RUU Perampasan Aset sudah
digagas sejak 2006. Pada periode
2015-2019, RUU itu masuk pro-
gram legislasi nasional (proleg-
nas), namun tidak pernah diba-
has. Pada’periode 2020-2024,
RUU Perampasan Aset kembali
masuk prolegnas. Pemerintah
mengusulkan agar dimasukkan
dalam Prolegnas 2020, namun
tidak disetujui DPR. Terakhir,
pemerintah dan DPR sepakat
memasuy kannya ke Prolegnas
2023. Namun lagi-lagi tak kunjung
dibahas. - '
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Pembahasan RUU Peram-
pasan Aset yang jalan di tempat
menunjukkan lemahnya komitmen
DPR dan para elite partai politik
dalam pemberantasan korupsi.
Diduga hal itu berkait dengan efek
bumerang yang ditimbulkannya.
Sebagian dari mereka khawatir, reg-

ulasi tersebut bisa berpotensi men-

sendir. Pemyataan Ketua

jerat diri
Komisi Il DPR Rl Bambang Pacul
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Menuntaskan RUU Perampasan Aset

Tanpa tedheng aling-aling,
Bambang Pacul saat itu mengata-
kan, anggota DPR siap menge-
sahkan RUU Perampasan Asetdan
RUU Pembatasan Transaksi Uang
Kartal jika mendapat lampu hijau
dari para ketua umum partai politik.
la pun menyarankan agar lobi dila-
kukan langsung kepada para ketua
umum partai politik. Namun, apa-
kah saran Bambang Pacul dilaksa-
nakan? Tidak begitu jelas. Faktual,
RUU Perampasan Aset hingga kini
belum ada pe«anba'\gan :

Sekali lagi, RUU Perampasan
Aset perlu segera dltuntaskan

lain, regulasi tersebut juga akan
mengurangi kerugian negara. RUU
Perampasan Aset mengatur
mekanisme penelusuran, penyi-
taan, dan pemblokiran aset yang
diduga hasil kejahatan, hingga
pengelolaan aset yang telah diram-
pas. Fungsinya mencakup hal-hal
yang belum diatur dalam UU Tipikor
maupun UU Tindak Pidana

* Pencucian Uang (TPPU).

Kita semua berharap, doron-
gan Presiden Jokowi dapat mem-
berikan harapan bagi pemba-
hasan RUU Perampasan Aset.
Sudah terlalu banyak harta neg:

_yang dikorupsi dan uang tin-

dak kejahatan lain yang tak |
bali. Keberadaan UU Peram-
pasan Aset dapat membantu
mengembalikan harta yang hilang -
tersebut ke kas negara. Hara-
pannya ia bisa dimanfaatkan,

sebesar-besarnya untuk ke-
maslahatan rakyat Indonesia.
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